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A. Latar Belakang Masalah

Umat muslim meyakini sepenuhnya bahwa Syari'atmiskdalam
operasionalnya mencakup seluruh aspek kehidupanusi@ar(syumul,
komprehensif)tidak ada sisi yang teralpakan (tidak diaturhadi&am, mulai
aturan mengenai tata cara beribadah, persoalaogbens hukum, moral
bahkan masalah kesehatan serta tidak terlewatkangenai konsep
kepemimpinan. Awalnya, kaum Muslim bertindak beedkan kebiasaan
masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakatimeieligius di Madinah
mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalarséeara perlahan al-
Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal terSétturan dan konsep itu
bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengakuwslimu Mengambil
sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainngdatadikap tercela dalam
pandangan Islam

Dalam QS al-Bagarah, ayat 85 Allah berfirman :
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! William Montgomery Watt,Islam, alih bahasa Imran Rosyadi, Yogyakarta: Jendela,
2002, him. 104-105.
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Artinya : Maka apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan
mengingkari sebagian yang lain, maka tidak ada bata
bagi orang yang berbuat demikian kecuali kehinaada
kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka
dikembalikan pada siksaan yang teramat pedih. Dan
tiadalah Allah lupa terhadap apa yang kalian kegak

Di antara yang sering dijadikan bahan kajian dgartat Islam adalah
mengenai konsep kepemimpinan. Formulasi teoritisgaeai kepemimpinan
dalam konsep Islam memiliki dimensi yang unik sigkel menarik, karena
ada dimensi transendental di dalamnya. Dalam pgradisekularistik, sering
kali kepemimpinan itu diidentikkan dengan kekuasatm kekuasaan sering
dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kehorrdataharga diri. Nyaris
dilupakan bahwa kekuasaan menuntut tanggung jawphda Allah selain
kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme sistararip@han yang
digunakan suatu komunitas bangsa atau negara.

Dalam konteks inilah kekuasaan tidak bisa hany#alil sebagai
panggung arena bagi pemegang kekuasaan untuk midremigehebatannya.
Sebaliknya kekekuasaan harus dijadikan sebagaiaskiné@dmah(pengabdian
diri)) untuk memberikan manfaat yang sebesar-besakepada masyarakat
yang dipimpin dan menjadikan keadilan sebagai pa®r untuk

menyejahterakan masyarakat dalam setiap dimensidgdn (bonum

publicum), karena prinsipnya sesuai ajaran Islam manusia patigg baik



adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yangkaairunnas anfa’uhum
linnas?

Sejarah memberikan pelajaran bahwa salah satu seit@ma
kehancuran masyarakat adalah kejahatan pemimpig Yembuat zalim,
kejahatan ini bisa bersifat individual, kolektif opaun struktural. Kejahatan ini
meliputi gila dunia, penyelewengan hukum dan teydugorupsi.

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama denganyadaianusia.
Kehendak untuk berbuat jah@heren (melekat) dalam kehidupan manusia.
Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentrantjdedamai dan berkeadilan.
Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upagaya manusia untuk
meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik ydregsifat preventif maupun
represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasaarig kejahatan manusia
berikut upaya preventif dan represif dijelaskaradakonsegigh jinayah®

Dalam kajian sosiologi kriminal, berpijak pada mhgaa mengenai
perubahan sosfal secara umum kejahatan dikategorikan menjadi dua.
Pertama, kejahatan kerah putifblue collar crime) yaitu kejahatan jalanan

seperti mencopet, tawuran dan judi kelas t€adua, kejahatan kerah biru

2 Daud Rasyid, MAReformasi Republik Sakit, Peluang dan Tantanganefgman
Syari'at Islam Pasca Kejatuhan SoeharBandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006, him. éadti
juga Syaikh Husein Mathogt-Targhib wa at-TarhibSemarang: Pustaka Alawiyah, 1998, him.
129

% |stilah Jinayah berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yiamardy oleh syara’,
para fugaha menggunakan istilah tersebut hanyaatteybpada perbuatan yang mengancam
keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, sedagainya. Lihat H.A. Djazulkigh
Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islaet. Ill, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000, him. 1.

* Dalam disiplin sosiologi, perubahan sosial didsfkan sebagai suatau variasi dari cara-
cara hidup yang telah diterima yang disebabkan kaikna faktor perubahan-perubahan kondisi
geografis, kebudayaan materiil, komposisi demogyétieologi, maupun karena adanya difusi
ataupun penemuan-penemuan baru dari masyarakebuerdihat Soerjono SoekantBpsiologi
Suatu Pengantaet.XX , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.38ih



(white collar crime)yaitu kriminalitas yang diaktori oleh aparatur neggang
biasanya bermental borjuis, mereka adalah komumi&pendidikan tinggi
dan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakammgumtahan
(decission makerpentuknya, seperti korupsi, genocida (pembersitiais)e
dan pelanggaran HAM.

Dalam konsep ajaran Islam kepemimpinan adalah @maialaupun
pada dhohirnya pemimpin diberikan atribut kewenangang kuat dan
otoritas menentukan kebijakan dengan kedudukan isimgewa, sebetulnya
mereka sedang memikul tanggung jawab besar untulegagkan amanah
dengan tujuan mensejahterakan umat secara adilkkUUméwujudkan kondisi
ideal yang diimpikan tersebut dibutuhkan sosok p@mm yang amanabh,
kredibel, profesional, mempunyai kapabilitas mumpdan tentunya bersih
dari penyakit-penyakit kekuasaan.

Beberapa penyakit kekuasaan yang paling rentanamgkii kalangan
elit adalah korupsi. Korupsi, dengan berbagai madamvatif dan modus
operandinya yang semakin canggih, terbukti memililaya rusak yang
dahsyat, sehingga berpotensi meluluhlantakkan-pilar bangunan negara
yang susah payah didirikan.

Korupsi adalah perilaku memakan barang atau halk miang lain
dengan menyalahgunakan atau menggelapkan uangkeltteyaan umum

(negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepemtimgibadi. Dalam istilah

® Daud RasyidReformasi Republik...... Op. chim. 21
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Islam sering disebutrisywah” atad al fasad””. Akan tetapi yang lebih

spesifik adalatiikhtilas” atau“nahb al amwal al ‘ammah”

Korupsi adalah bentuk nyata penghianatan akan dmareang
diemban, karena berupaya untuk memperkaya diriatengenyalahgunakan
kewenangan yang dimiliki. Penghianatan adalah atdikkuat sikap hipokrit

(munafik), Islam memberikan ancaman bagi kemunafikaintuk

menempatkan pelakunya di dasar jurang api neraka.
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Artinya: Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada
tingkatan paling bawah dari neraka dan kamu tiddam
mendapatkan seorang penolongpun bagi mereka. (@S. A
Nisa : 145)
Dari ayat tersebut terindikasi dengan kuat bahwanutafikan
merupakan sikap yang sangat dimusuhi oleh Islam, [dam menyuruh
pemeluknya untuk menjauhi perilaku tersebut kagraman yang dijanjikan

sungguh mengerikan, dengan ditempatkan di dasanguapi neraka untuk

mendapatkapunishmentari perbuatan yang dilakukannya.

® “Risywah” biasa diartikan dengan suap sedangkasfdsad” adalah perilaku merusak
dalam kaitannya dengan korupsi dua istilah iningerilisandingkan secara spesifik dipahami
sebagai‘Pemberian sesuatu agar hukum diputuskan secaraktidenar/tidak adil, atau untuk
mencegah putusan yang benar/adilihat: As-Sayyid Abu Bakar|'anat ath-Tholibin, Beyrut:
Dar al-Fikr, t.t. him. 102

" Secara bahasaikhtilas” biasa digunakan untuk menyebut aksi pencopetaru yait
mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahpemiliknya dan dengan segera si
pencopet melarikan diri. Sedangkaan*nahbu amwal al-‘ammahadalah perampokan terhadap
harta bersama yang dipercayakan kepada yang b&gangdbid, him. 23



Di antara bentuk perilaku kemunafikan adalah peragidtan terhadap
amanah yang dipercayakan. Dalam al-Qur'an sur@néd} ayat 27 Allah

SWT berfirman :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu
mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan mengkhianati
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahu{QS. Al-Anfal : 27)

Juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleAmnTirmidzi

dari Abu Hurairah R.A :
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Artinya : Dari Abu Hurairoh RA, sampaikanlah amanah kepada
orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat
walaupun terhadap orang yang mengkhianatimu
(HR.Tirmidzi)

Pembicaraan mengenai korupsi sudah menjadi penhagsar dari

para fugaha' pada masa klasik Islam. Seorang fagik lbn Mu’awiyah

mencoba menganalogikan korupgihtilas) dengan pencurian (mengambil

8 Imam BukhariAl-Jami’ as-ShohihJuz 11, Beirut; Maktabah Dar Al-Kutub Al-‘Aliyah

t.t, 564



barang milik orang lain secara sembunyi-sembungpdaadanya amanah
untuk menjaga barang tersebut), sehingga pelakinga dijerat dengan
sanksi hadd untuk dipotong tangannya, walaupun pegasan yang
dilakukan oleh lyas Ibn Mu'awiyah bertentangan den@rus utama para
fugaha yang lebih condong kepada pendapat bahwagkip@matan dan
perampasan secara halus (korupskhtilas) tidak terkenahadd potong
tangan’

Bisa jadi korupsi(ikhtilas), tidak dikategorikan ke dalam tindakan
yang terkenahadd potong tangan karena pada masa itu praktiknya masih
sangat sederhana dan dilakukan dalam jumlah yand, lsehingga belum
memberikan dampak merusak yang signifikan bagidiglan umat, seperti
yang melanda saat ini.

Apabila dampak destruktif korups(ikhtilas) sudah sedemikian
dahsyatnya, sehingga berpengaruh langsung dengaitakukesejahteraan
rakyat, maka boleh diberlakukan hukuman mati, gaip@ana kebijakan
sanksi atas mereka yang melakukan tindakan krinsieehra berulang-ulang,
para pecandu madat, para penganjur tindak kejahddéanperilaku subversif
yang mengancam stabilitas (keamanan) negara. Tddpkt diragukan lagi
bahwa tindak kecurangan/pengkhianat&arupsi) terhadap amanah rakyat

saat ini telah membawa dampak besar bagi penurkueiias kesejahteraan

° Ibnu Rusyd,Bidayah al- Mujtahid, Analisa Figh Para Mujtahidterj. Drs. Imam
Ghozali Said, MA dan Drs. Achmad Zaedun)cet. ladtgk; Pustaka Amani, him. 637



rakyat, sehingga dengan penalaran analogis saragts@kiranya pejabat
Negara yang melakukan korupsi pada tingkatan tertsisa dihukum mat®

Berdasarkan diskursus dan perdebatan wacana obevapa fugaha
masa klasik dan abad pertengahan Islam yang satigamis tersebut,
setidaknya dapat dilakukan klasifikasi atau perg@tan tentang
pemberlakuan sanksi bagi pelaku korupsi :

Pertama,hukuman mati, dalam terminologi hukum Islam, peatho
korupsi dapat dikategorikan sebagai perilélkiabah dalam terminologi lain
disebut sebagaigath’'u al-thariq (menyamun) ataual-sarigah al-kubra
(pencurian besar)Hirabah adalah aksi seseorang atau sekelompok orang
dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembungesampasan harta
yang secara terang-terangan mengganggu dan megep&aturan yang
berlaku. Hirabah merupakan upaya mendapatkan harta daladahubesar
dengan akibat yang dapat menyebabkan kematian tdsganggunya
keamanan dan ketertiban. Para ulama memang merapstisgn hirabah
dengan tindakan-tindakan kekerasan untuk merampais, hmengganggu
keamanan dan mengancam nyawa manusia. Akan tetl@rdsan dan
gangguan keamanan yang dimaksud tidak dijelaskain tketail. Dalam kasus
ini, korupsi seperti hirabah karena ia dapat mdsussengganggu stabilitas
negara dan mengancam hidup orang banyak akibaty&akanegara yang
digerogotinya. Diambil dari metode qiyas, maka akilyang disebabkan

korupsi sama dengan perbuatan hirabah. Pelakuahirdituntut hukuman

19 Syeikh Wahbah Zuhailyl-Figh al-Islam wa adillatuhuijlid VII, cet. IV, Beirut : Dar
al-Fikr, 1997, him. 559



yang sangat berat dalam Islam karena ia adalaln sa bentuk pidana
hudud yang langsung ditentukan oleh Alquran. Apataidak pidana ini telah
terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilankamaakim dapat
mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan AllahTS\fsebut tanpa
boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karenadalah hak Allah SWT,
ayat Alguran yang menunjukkan hukuman bagi pelakabbh tersebut adalah
firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33, yangngebutkan empat
kategori hukuman bagi pelaku hirabah, yaitu dibymiigalib, dipotong tangan
dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya.
Kedua,hukuman potong tangan dan kaki secara silang,lapgaiyupsi

dilakukan dalam jumlah sedikit yang hanya mengakdrakerugian material
keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah aatysta rupiah. Dalam

Q.S. al-Ma’idah ayat 38 Allah berfirman :
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Artinya: “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah

dipotong tangan keduanya, sebagai balasan bagi rjzeke
keduanya dan sebagai siksaan dari perkejaan kecduday
sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa |atpha

bijaksana” (Q.S. al-Maidah: 38)

Ketiga, dipenjarakan sampai ia tobat, apabila korupskdkan dalam
jumlah yang sedikit, seperti dalam jumlah jutaasugbuluhan juta. Korupsi

untuk hukuman yang paling ringan ini hanya ditaterakarena kebutuhan

hidup. Walaupun begitu, hukuman penjaranya bisa sapmur hidup bila
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hakim melihat bahwa sepantasnya pelaku korupsindalaniah kecil ini
diganjar seperti itd*

Salah satu yang memililkioncernbesar terhadap fenomena korupsi
adalah NU(Nahdlatul Ulama) organisasi keagamaan yang didirikan oleh
Hadrah al-Syaikh KH.Hasyim Asy’ari (1871-1947) p&gth Januari 1926 di
Surabaya, Jawa Timur. NU sebagam’iyyah sekaligus gerakamliniyyah
Islamiyyah dan ijtimaiyyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham
ahlussunnah sebagai basis teologis (dasar beralddahmenganut salah satu
dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i danrihali. Dengan mengikuti
empat madzhab figih ini menunjukkan elastisitas fleksibilitas sekaligus
memungkinkan NU untuk beralih madzhab secara aital dalam beberapa
hal yang dipandang sebagai kebutuliaejah) meskipun dalam kenyataanya
keseharaian para ulama NU menggunakan figih masyatadonesia yang
bersumber dari madzhab Syafi'i. Hampir dapat digast bahwa fatwa,
petunjukdan keputusan hukum yang diberikan olemal&U dan kalangan
pesantren selalu merujuk kepada mazhab Syafi'i.yBlaerkadang dalam
keadaan tertentwntuk tidak terlalu melawan budaya konvensiotha&rpaling
ke madzhab lairf

Salah satu dasar pemikiran NU adalah temuan PERE tgAun 2002

yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertab@gai negara terkorup

' HCB Dharmawan, Al Soni BL de Rosari (EdJihad Melawan KorupsiJakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2005, him. 79

2| embaga Bahtsul Masaail Nahdlatul UlarBa)usi Problematika Hukum Isla@et.lIl,
Surabaya : Khalista, 2007, him. 80
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di Asia”, hal ini dianggap sebagai “prestasi spektakuleri degara dengan
penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk itu padand% Alim Ulama NU

tentang Masail Maudhuiyyah Siyashiyal{Problematika Tematik Politik
kenegaraan) pada tanggal 25-28 Juli 2002 di Asrétap Pondok Gede
Jakarta masalah korupsi menjadi diskursus hangat.

Munas Alim Ulama NU tentandMasail Maudhuiyyah Siyashiyah
(Problematika Tematik Politik kenegaraan) pada gahg?5-28 Juli 2002
tersebut menghasilkan keputusan yang revolusiagtaligus langkah berani
dari NU, bahwa korupsi pada level tertentu yangakibat pada besarnya
kerugian negara berhak mendapat hukuman Yhatilah yang menarik untuk
dianalisa.

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa dalam iMmeskan suatu
konsep formulasi hukum, komunitas ulama kultural Nelalu melalui
mekanismastinbathhukum secara ketat. Secara umum sumber hukum pokok
yang dipakai adalah al-Quran dan al-Sunnah. Aketapi mereka juga
menyadari bahwa kedua sumber hukum itu tidak mesrgelir seluruh
dimensi persoalan hidup secara eksplisit, untukliikenal juga istilahljma’
(konsensus) darQiyas (penalaran analogis) untuk komplementasi kedua
sumber hukum yang disebutkan awal.

Corak kulturalis NU dapat diidentifikasi dari tradiberhukum NU
yang cenderung rigid dan tidak mau beranjak melgpasliri dari pendapat

ulama fugaha yang dinilai mumpuni dan sejalan demgainstreamaqidah

13 Bonediksus Bosu & Hasyim Muzadilenuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan
Tindak Pidana KorupsiMalang: Bayu Media Publishing, 2004, him 156
4 | Lembaga Bahtsul Masail N&olusi..., op. cithim. 690
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ahlusuunah wal jama’amelalui literatur-literatur klasik karya merekarkait
respon NU terhadap problematika aktual bangsa ldmysukorupsi, dapat
diketahui bahwa NU bersikap tegas dengan dirilisfafjva bahwa korupsi
adalah tindakan fasad” atau destruktif yang dapat menimbulkan efek
merusak secara dahsyat, sehingga sanksi yang hiigatu kepada
pelakunyapun harus setimpal untuk memenuhi rasalilaea masyarakat
secara umum.

Dalam tradisi berhukum kalangan ulama klasik, yatigadikan
rujukan primer ulama nahdliyin dalam menentukanumiksuatu fenomena
sosial, dengan kreatifitas mereka yang tinggi jageenal metode-metode
derivatif dari keempat sumber utama tersebut, sdisishsan, Istishlah, Sadd
as-Syari'ah, syaru man gablana, madzhab al-shahdbyp amalu ahli al-
Madinaht®. Bervariasinya sumber hukum tersebut merupakanaupagimal
para ulama untuk menemukan formulasi hukum yanglid@lam rangka
mencapai keadilan yang diidamkan.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas maka pokok permasalahan yamq akjadikan
topik pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi bagi koruptor menurut Munas Alilané NU tentang

Masail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25-28 Juli 20027

> Muhammad Abu Zahratyshul al-Figih.Trj. Saefullah Ma’shum, dkk,Cet.|IDakarta :
Pustaka Firdaus, 2003, him.99
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2. Bagaimandstinbath hukum NU dalam Munas Alim Ulama NU tentang
Masail Maudhu’iyah Siyasiyahpada tanggal 25-28 Juli 2002untuk
menentukankan sanksi bagi koruptor?

C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi bagi koruptorumgrMunas Alim
Ulama NU tentand/lasail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25-28 Juli
2002.

2. Untuk mengetahui Bagaimarstinbath hukum NU dalam Munas Alim
Ulama NU tentand/lasail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25-28 Juli

2002 untuk menentukankan sanksi bagi koruptor.

D. Telaah Pustaka

Secara teoritis syariat Islam adalah embrio danskp hukum Islam,
setelah melalui proses tahapan pemahaman akdigh (understanding
procces)agar formulasi tersebut bisa lebih fleksibel datikapf, barulah
hukum Islam itu diterapkatf.

Prinsip syumuliyah(komprehensifitasmencakup keseluruhan aspek
hidup) dari syariat Islam yang juga diyakini selaglevan dan kompatibel
dalam melintasi dimensi zaman dan sirkulasi kon@isolihun i kulli zaman
wa makan) memberikan sugesti dan motivasi bagi umat Islantuku
mengeksplorasi syariat Islam untuk dijadikan sebaggrana “problem

solving” pada setiap problematika kehidupan, termasuk dataitannya

6 A.Qodri Azizi, Hukum Nasional: Eklektisisme hukum Islam dan hukumumCet.!
Bandung : TERAJU, PT.Mizan Publika, 2004, him.21
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dengan politik kenegaraan, dimana saat ini negasaapun di dunia ini
sedang dihadapkan pada satu ancaman serius, yakopsk Korupsi
merupakan wabah berbahaya yang bisa meluluh laamakkekokohan
bangunan negara dalam sekejap mata.

Korupsi sejatinya merupakan penyakit klasik bagakgan penguasa,
hanya saja di era modern sekarang ini korupsi dikak dengan modus
operandi yang lebih canggih dan bervariatif, sehpssmgadaan tender yang
tidak transparanmark up proyek pengadaan barang dan berbagai macam
tindakan kolusi lainnya. Dalam khazanah kajian mukislam pada zaman
klasik pun banyak karya cendekiawan muslim membaheasgenai sanksi
bagi pelaku korupsi, yang juga menjadkraji’ danma’khadkalangan Ulama
kultural nahdliyin dalam melakukan istinbath hukum, termasuk ketika
pembahasan untuk menentukan sanksi bagi koruptiar ldanas Alim Ulama
NU tentangMasail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25-28 Juli 2002.

Pembahasan mengenai korupsi sebenarnya sudah digaatigan tema
utama dalam beberapa karya skripsi mahasiswa. Ad&&pi pembahasan
secara spesifik tentang korupsi dalam perspektihdduAlim Ulama NU
tentangMasail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25-28 Juli 2002 belum
penulis dapati, padahal tema tersebut sangat rkenamisial, aktual dan
memiliki urgensi signifikan pada saat ini.

Dalam skripsi ini akan coba dipaparkan bagaimamgupeulan yang
sangat progresif berhasil ditampilkan oleh NU gumanjawab tantangan

perubahan zaman lengkap dengan dinamikanya dalagalaseaspek
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kehidupan, khususnya terkait dengan fenomena méwghgenyakit korupsi
yang menjangkiti aparat negara. Bagaimanapun jagagai organisasi Islam
tradisionalis NU tetap mampu tampil secara dinatais progresif tanpa harus
menanggalkan identitas aslinya ditengah kompleksikahidupan dalam
pusaran arus global. Disamping itu, Metodologi @enigilan keputusan
(istinbath) yang ditempuh oleh NU sehingga menghasilkan kofsepulasi
hukum yang ada juga menjamtincernutamadalam penulisan skripsi ini.

Dalam kitabls’adur Rofig, Syarh matan Sullam al-Tawfigyaikh al-
Habib Abdullah Ibn Husein Ibn Thohir Ibn Muhammaduwh IHasyim Ba’alawi
berpendapat bahwa korupsi merupakan pengkhianatam(thulul) terhadap
amanat rakyat berdasarkan Q.S. Ali Imron Ayat Idlihat dari cara kerja
dan dampaknya korupsi dapat dikategorikan sebagatysian (sarigah)
perampokan(nahb). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa status peacuri
sebagai dosa besar tidak membedakan antara pengang mengakibatkan
hukuman potong tangan dan yang tidak.

Imam Al-Qurthuby, dalandami’ al-Ahkam al-Fighiyyalmemberikan
deskripsi hadis Rasulullah yang diriwayatkan olelbuAHurairah R.A
mengenai sikap beliau yang menolak untuk menshalatkrang yang
melakukan kecurangan/pengkhianatgkorupsi) Menurut al-Qurthuby hal
tersebut mengindikasikan bahwa kecurangan/pengktaafkorupsi, ikhtilas)

merupakan dosa besar karena dalam lanjutan hadisbte, perbuatan itu

" Abdullah Ibn Husein Ibn Thohir Ibn Muhammad Ibnsian Ba’alawi,Is’adur Rofiq,
Syarh matan Sullam At-Tawf&jngapore : Mathba’ah al-Haramian, tt, him. 97
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harus diberlakukarmgishash amal dengan menukar amal kebajikan yang
dilakukan dengan dosa yang diambil hakHya.

Disamping menelaah pendapat para fugaha’ yang dlieagaan utama
ulamanahdliyin dalam menentukan formulasi hukum, penulis jugaaieétan
telaah terhadap skripsi yang terkait dengan masalalpsi, di antaranya:

Skripsi Moh. EImi Setyawan, Mahasiswdinayah Siyasahpada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walggm Semarang Tahun
2003, dengan judufTinjauan Hukum Islam Tentang sanksi Terhadap
Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupgidi Analisis Pasal 2
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberamt@gadak Pidana
Korupsi. Secara keseluruhan dapat diambil garis besarnyaebdtertama,
Sanksi pemidanaan merupakan salah satu sarana umémanggulangi
masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan t@ngg masyarakat yang
sejahtera dan adiKedua,Penyelenggara negara yang menerima pemberian
hadiah atau janji untuk berbuat atau untuk tidakbb& sesuatu yang
berpotensi merugikan keuangan atau perekonomiamraedikategorikan
sebagai korupsi dan melanggar sumpah jabakatiga, Korupsi dapat
dikategorikan sebagai tindakdiyanah al-amanaldan berhak mendapat
hukuman ta’zir yang tegas.

Sedangkan skripsi ini secara garis besar akan rbanoemfokuskan
pada dua hal pembahasadPertama, rumusan formula yang ideal untuk

menganalisa korupsi mengenai relevasinya dalamelofigh jinayah dalam

8 Al-lmam al-Qurthuby, Jami’ al-Ahkam al-FighiyyahBeirut : Dar al-Kutub al-
‘llmiiyah, tt, him. 166
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perspektif Munas Alim Ulama NU seristinhbathukumyang dilakukan oleh
NU, dengan perkembangan zaman yang semakin majwmjndsi peran
teknonologi, dan semakin kompleksnya sistim birskterkadang menjadikan
modus operandi prakti-praktik korupsi menjadi seimaanggih. Progresifitas
pemahamarfigh jinayah dituntut untuk menjawab tantangan itkiedua,

pandangan hukum Islam dalam menentukan sanksi kmagptor menurut
kajian figh jinayah Islam, terutama urgensinya mengenai penerapanntarku
mati untuk lebih memberikan efek jera bagi perildaruptif, seperti yang

menjadi perbincangan berbagai kalangan.

. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian dokumenfdecumentasy
research) bersifat penelitian pustakdlibrary research), yaitu suatu
penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-bangakayg berkaitan
dengan permasalahan dari berbagai literatur yaag ad
2. Sumber Data.
a. Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dambsw/buku
pokok/induk, yaitu bukiBolusi Problematika Aktual Hukum Islam
Keputusan Muktamar, Munas dan Konlb#d (1926 — 2004yang

merupakan kumpulan dokumentasi resmi dari setiapbpbasan
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terhadap suatu problematika aktual oleh NU, khugsyang
terkait dengan Munas Alim Ulama NU pada tangal 8342li 2002
tentangMasa’il Maudhuiyah Siyasiyalmengenai hukuman bagi
koruptor.

b. Data sekunder yang digunakan, yaitu pengumpulaa pastaka
yang relevan dengan masalah tersebut. Di antanaweyaui surat
kabar, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah.

3. Analisis Data

Akumulasi data yang telah terkumpul di analisisgganmenggunakan

metode sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu berangkat dari data yang menyajikasimpulan
secara umum untuk kemudian diuraikan menjadi belaebagian
khusus. Metode ini penulis gunakan pada bab pertantak
menguraikan pendahuluan skripsi ini.

b. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersiatisus dan
menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode igudakan
dalam menjelaskan pendapat-pendapat darifpgaha’ mengenai
sanksi pelaku korupsi dan menarik kesimpulan damdppat-
pendapatnya it Metode ini penulsi gunakan pada bab kedua dan

keempat dalam penulisan skripsi ini

9 Noeng MuhadjirMetodologi Penelitian Kualitatif,Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996,
him. 85
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c. Deskriptif Analitis, yaitu analisa dengan merujukskluruhan data
secara umum (kompreherjsifintuk kemudian menguraikannya

kedalam bagian-bagian yang lebih spesifik penyajia!

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsadalah,
PendekatarHermeneutik&, maksudnya analisis data didekati dari upaya
interpretatif terhadap sumber hukum, yaitu mengsisgbendapat berbagai
ulama klasik mengenai sanksi dan metastinbath untuk mementukan
sanksi bagi koruptor. Sebenarnya sejak awal heratikkaemerupakan satu
perangkat metodologi yang sering digunakan untukako&an upaya
penafsiran terhadap teks-teks kitab suci, dalam ihalbibel. Dalam
perkembangan keilmuan modern sebagai satu kebutyhag muncul
hermeneutika diadaptasi untuk diaplikasikan sebagaatau metode
penelitian yang digunakan untuk menafsirkan bukkubsumber referensi
penting dalam sebuah peneliti&n.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya menggambarkan secara garis besar nargeangka

pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka pdikemukakan

sistematika penulisan sebagai berikut :

% Hilman HadikusumaMetode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu tink
Bandung, Mandar Maju, 1995, him. 10

! Secara etimologis, akar katermeneutikaberasal dari bahasa Yunamérmeneuein
yang berarti menafsirkan’ Maka, kata bendhermeneiasecara harfiah dapat diartikan sebagai
“penafsirari atau ‘interpretasi dan terkandung unsur-unsur penting yaitu: mengapgan,
menjelaskan, dan menerjemahkan. Lihat : Sumaryamus limiah KontemporeBandung :
Rineka Cipta, 1999, him. 23

2 Bruce A. Chadwik, et.aMetode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sodiaij. Sulistia,
Semarang : IKIP Semarang Press, 2006, him. 270
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Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarianbahasan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dararensub bab; yaitu latar
belakang masalah, ruang lingkup permasalahan,ujggunaan penelitian,
telaah pustaka, metode penelitian, dan sistempékalisan.

Pada bab kedua merupakan pemaparan mengeanaiah dalam
Syari'at Islam, yang terdiri empat sub bab, pertamagertianarimah, kedua
unsur-unsurjarimah dan pembagiannya, yang ketiga menerangkan tentang
jarimah ta’zir, dan yang keempat mengenai macam-majaimah ta’zir,
kelima hukuman bagarimah ta’zir

Kemudian pada bab ketiga adalah pemaparan meniggkainan bagi
koruptor dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tegtadasa’ail
Maudhu’iyyah Siyasiyalpada tanggal 25 — 28 Juli 2002 yang terdiri tigh s
bab, pertama, Munas Alim Ulama NU tentafdasa’ail Maudhu’iyah
Siyasiyahpada tanggal 25 — 28 Juli 2002, kedua sistematéagambilan
keputusan dalam Munas Alim Ulama NU tentavigsa’ail Maudhu’iyyah
Shiyasiyahpada tanggal 25 — 28 Juli 2002, yang ketiga mendemrapsi
dalam perspektif Munas Alim Ulama NU tentaiMpsa’ail Maudhu’iyah
Siyasiyahpada tanggal 25 — 28 Juli 2002

Untuk bab keempat dilakukan analisis mengenai lsorugalam
perspektif Munas Alim Ulama NU tentarMasa’ail Maudhu’iyah Siyasiyah
pada tanggal 25 — 28 Juli 2002 yang terdiri daa dub bab, yang pertama
Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Bagrifptor Dalam Munas

Alim Ulama NU tentangVasa’ail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25 —
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28 Juli 2002, yang kedua analisis Metodoldgtinbath Hukum untuk
mementukan Sanksi bagi koruptor dalam Munas Alinmnd NU tentang
Masa'’ail Maudhu’iyah Siyasiyapada tanggal 25 — 28 Juli 2002

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yamdiritedari;
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasafahgrada, serta saran-

saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lalgntlampiran-lampiran.



